SALINAN

PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER-5/MBU/09/2022
TENTANG

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- bahwa Badan Usaha Milik Negars merpakan entitas

vang memiliki akuntabilitas publik serta dapat memiliki
dampak sistemik terhadap perekonomian I[ndeonesia,
schingga diperlukan pengelolaan manajemen risiko
secara komprehensif;

. bahwa Badan Usaha Milik Negara memiliki kompleksitas

dan ukuran yang beragam déngan pengelolaan
mangjemen risiko yang belum standar, sehingga
dibutuhkan penatakelolzan manajemen risiko
terintegrasi secara konsolidasi di Kementerian Badsn
Usaha Milik Negara;

. bahwa untuk memberikan arah landasan dan kepastian

hukum dalam penatakelolaan manajemen risiko
dibutuhkan suatu peraturan yang mengatur mengenai
sistem yang memiliki karakteristik vang berorientasi
strategis, berwawasan ke depan, bersifat pencegahan,
pengendalian risiko yang terintegrasi dengan proses
bisnis dan budaya risiko, serta menggunakan teknologi
dan metodologi pelaporan vang efisien dan efelcil;

. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana

dimaksud dalam huraf a, huruf b, dan huruf ¢, peria



Mengingat

. .

menetapkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik
Negara tentang Penerapan Manajemen Risiko pada
Badan Usaha Milik Negara;

- Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

- Undang-Undang Nomor 19 Tshun 2003 tentang Badan

Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tembehan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4297):

. Undang-Undang Nomor 40 Tghun 2007 tentang

Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran
Negara Hepublik Indonesia Nomaor 4786):

. Undang Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang

Kementerian Negara [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomeor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang

Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri
Keuangan pada Perusahaan Persercan (Perserol,
Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan
(Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tashun
2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repuhblik
Indonesia Nomor 4303);

. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang

Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran
Badan Usaha Milik Negara (Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambshan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 43556), sebagaimsana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian,
Pengurusan, Pengawasan dan Pemmbubaran Badan Usaha
Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 133, Tambshan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 63500);

- Peraturan Presiden Nomor 81 Tshun 2019 tentang

Kementerian Badan Usaha Milik Nepgara (Lembaran
Negara Repulik Indonesia Tahun 2019 Nomor 235);

. Peraturan Mentenn Badan Usaha Milik Negars Nomor

PER-O1/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola
Perusahaan Yang Baik {Good Corporate Governance! pada



Menetapkan |

-

Padan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara
Nomor PER-09/MBU/2012 1entang Perubshan atas
Peraturan Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-
01/ MBUf2011  tentang Penerapan Tata Kelola
Perusahaen Yang Baik (Geod Corporate Govemance] pada
Badan Usaha Milik Negara;

- Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomeor

PER-0O4/MBU/03/202]1 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 251);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
TENTANG FENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA BADAN
USAHA MILIK NEGARA.

BAB1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1:

Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat
BUMN adalah badan usaha vang seluruh atau sebagian
besar modalnya dimiliki cleh negara melalul penyertaan
secara langsung yvang berasal dari kekayaan negara vang
dipisahkan.

Menteri adalah menteri vang ditunjuk dan/atau diber
kuasa untuk mewsakili pemerintah selalu pemegang
saham negara pada Perscro dan pemilik modal pada

Perum dengan memperhatikan peraturan perundang-
undangan.

Anak Perusahasn BUMN vang selanjutnva disebut Anak
Perusahaan adalah Persercan Terbatas yang sebagian
besar sahamnva lebih dari 50% dimiliki oleh BUMN atsu
Perseroan Terbatas yang dikendalikan oleh BUMN.

BUMN Induk adalah BUMN vang memiliki Anak
Perusahaan.

. Dewan HKomisaris yang selanjutnya disebut Dekom

adalah organ Persero atau Persero Terbuka yang bertugas
melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada
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Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Persero
atau Persero Terbuka,

Dewan Pengawas yang selanjumya disebut Dewas adalah
organ Perum yang bertugas melakukan pengawssan dan
memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan
kegiatan pengurusan Perum.

- Dircksi adalah organ BUMN yang bertanggung jawab atas

kepengurasan BUMN untuk kepentingan dan tujuan
BUMN serta mewakili BUMN baik di dalam maupun di
luar pengadilan.

Deputi adalah pejabat Pimpinan Tinggl Madye di
lingkungan Kementerian BUMN vang menyelenggarakan
urusan di bidang keuangsn dan manajemen risiko,

Manajemen Risiko adalah serangkaian prosedur dan
metodologi  terstruktur yang  digunakan untuk
mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan, dan
memmantau risike yang tdmbul dari scluruh kegiatan
usaha BUMN, dan mencakup Sistem Pengendalian
Intern, dan Tata Kelola Terintegrasi.

Pedoman Manajemen Risike adalah ketentuan vang
memuat Pedoman Manajemen Risiko, Pengendalian
Intern dan Tata Kelela Terintegrasi BUMN  yang
Berkesinambungan.

Audit Intern adalah kegiatan pemberian keyakinan
fassurance} dan konsultansi (consulting! yang bersifatr
independen dan  obyektf, dengan tujuan unmk
memberikan nilai tambah dan memperbaiki operasional
perusahaan, melalui pendekatan vang sistematis dan
teratur, dengan cara mengevaluasi dan meninglatlan
ciekktivitas pengendalian intern, Manajemen Risiko. dan
proses tata kelola perusahaan.

Perusahaan Persercan yang selanjutya disebut Persero
adalah BUMN yang berbentuk persercan terbatas yang
modalnya terbagl dalsm saham yang seluruh atau paling
sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimilild
clch Negara Republik Indonesia yvang tujuan utamanya
mengejar keuntungan.

Perusahaan Perseroan Terbuke yang selanjumya disebut
Persero Terbuka adalah Persero yang modal dan jumlah
pemegang sahamnya memernuhi kriteria tertenty, atau
Persero vyang melakukan penawaran umum sesuai
dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar
modal,
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Perusahaan Umum yang selanjutnya disebut Perum
adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan
oOdak terbagi atas saham, wvang bertujuan untuk
kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atay
jasa dan sekaligus mengejar Leuntungan berdasarkan
prinsip pengelolaan perusahasn.

Portofolie BUMN adalah pengelompokan BUMN yang
berada di bawah pembinaan Menteri.

Rapat Umum Pemegang Saham vang selanjutnova
dizingkat RUPS adalah organ Persero/Persern Terbuka
yang mempunyai wewenang yvang tidak diberikan kepada
Direksi atau Dekom dalam batas vang ditentukan dalam
undang-undang dan atau Anggaran Dasar.

Risiko adalah suatu keadsan, peristiwa atau kejadian
ketidakpastian di masa depan yang berdampak pads
tujuan strategis perusahaan.

Risiko Agregasi adalah Risiko BUMN wvang terkonversi
dalam taksonomi Risike Kementerian BUMN vang
merupakan cerminan Risiko Portofolio BUMN.

Risiko Terintegras: adalah Risiko pada Anak Perusahaan
yang terkonversi dalam taksonomi dan peristiwa Risiko
BUMN Indulk,

Satuan Pengawasan Intern yang sclanjutnya disingkat
SPl adalah umit kerja dalam organisasi BUMN vyang
menjaiankan fungsi Audit Intern dan diketuai oleh Kepala
SPI.

Sistern Pengendalian Intern adalah suatuy mekanisme
pengawasan yang ditetapkan olch Direksi BUMN secars
berkesinambutigan.

Taksonomi Risike adalah suatm  struktur yang
menjelaskan klasgifikasi dan subklasifikasi Risiko dan alat
ukuar Risike yang timbul dari BUMN, BUMN Induk dan
Portofolin BUMN.

Intensitas Risiko adalah matriks penilaian yang
mengukur dampak Risiko BUMN dan Anak Perusahaan
terhadap Risiko BUMN EKonglomerasi dan Portofolio
BUMN  berdasarkan aspck ukuran dan  aspek
kompleksitas.

Tata Kelola Terintegrasi adalah suatu tata kelola yang
menerapkan  prinsip  keterbukaan, akuntsbilitas,
pertanggungjawaban, independensi, profesional dan
kewajaran secara terintegrasi dalam BUMN kenglomerasi.



Pasal 2

(1} BUMN wajib menerapkan Manajemen Risiko secara

efektif,

(2] Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) paling sedikit meliputi:

a. pengurusan aktif oleh Direksi dan pengawasan oleh
Dekom atan Dewas;

b. kecukupan kebijakan dan standar prosedur
Manajemen Risiko dan penetapan limit Risike:

c. kecukupan proses wdentifikasi, pengukuran,
rengendalian, pelaporan dan monitoring Risiko, serta
sistem informasi Manajemen Risiko: dan

d. sistem Pengendalian Intern vang menveluruh.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk melindungi dan
menciptakan nilai bagi BUMN.

Passl

Ruang linglup Peraturan Menteri ini meliputi:

.

b,

(1)

kebijakan Mansjemen Risiko;

perencanaan, pencrapan, monitoring dan  evaluasi
Manajemen Risiko; dan

pelaporan Manajemen Risiko.

BAB IT
KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO

Pasal 5

Dalam penerapan Manajemen Risike, Menteri berwenang
melakukan:

a. perumusan dan penetapan kebijakan strategi Risiko
BUMN yang dituangkan dalam:

1. dokumen aspirasi pemegang saham pada proses
perencanaan strategls; dan

2. Pedoman Manajemen Risiko.

b, penetapan prioritas Risilkko BUMN berdasarkan ukuran
Intensitas Risiko masing-masing BUMN;
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¢. perumusan dan penetapan kebijakan orgen pengeicla
Risiko dan Pengendalian Intern pada BUMN
berdasarkan Intensitas Risiko masing-masing BUMN:

d. perumusan dan penetapan mekanisme identifilasi,
pengukuran, pengendalian, pencataran, pelaporan dan
pemantauan Risikeo;

e. penctapan Taksonomi Risiko BUMN dan penetapan
indikator Risiko utama (Hey Risk Indicator) untuk

mengukur Risiko:
f. perumusan dan penetapan kebijakan mitigasi Risiko;

g. evaluasi berkala atas tingkat kematangan Risiko
BUNMN: dan

h. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Kebijakan
Manajemen Risiko BUMN,

(2} Pelaksansan kewenangan sébagaimans dimsksud pada
ayal (1) dikoordinasikan oleh Deputi.

Pasal &

Dalam rangka penerapan Manajemen Risiko, BUMN
dikelompokkan berdasarkan:

a. kategori BUMN; dan

b. klasifikkasi Risiko BUMN berdaszarkan Intensitzs Risiks
masing-masing BUMN.

Pasal 7

(1) Kategori BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
huruf a terdin dari:

a. BUMN Konglomerasi; dan
b. BUMN Individu,

(2) BUMN Konglomerasi sebagaimana dimeaksud pada ayat
(1) huruf a merupakan BUMN yvang memilild karalkteristil
sebagai berikut:

2. jumlgsh  pendapatan dari Ansk  Perusahaan

terkonsolidasi lebih besar atau samsa dengan 20% dari
pendapatan BUMN Konglomerasi;

b. memiliki investasi pada Ansk Perusahsan dengan
total investasi lebih besar atau sama dengan 5% dari
medal BUMN Konglomerasi;

c. memilikki Anak Perusahsan denpan saham ser A;
dan/atau
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d. dikategorikan scbagai BUMN Konglomerasi oleh
Menteri, otoritas dan /atan regulator terkait,

BUMN Individu sebagaimens dimaksud pada avat (1)
huruf b merupakan BUMN yang tidak memenuhi
karakteristik sebagaimana dimaksud pada avat (2).

Pasal 8

BUMN Konglomerasi dan BUMN Individu scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) wajib menerapkan
mode] tata kelola Risiko tiga lini fthree lines model) dalam
melaksanakan Manajemen Risiko.

Fungsi dan peran masing-masing lini dalam model tata
kelola Risiko tiga lini (three lines model) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sebagai berilaut:

a. lini pertama sebagai unit pemilik Risiko merupakan
unit bismis yang langsung mengidentifikasi dan
mengelola Risiko dalam proses bisnis;

b. lini kedua sebagai fungsi Manajemen Risiko dan
kepatuhan independen merupakan unit vyang
mengukur, memantau dan mengendalikan Risiko
secara agregal, mengembangkan metodologi dan
kebijakan Manajemen Risiko perusahaan;

c. lini ketiga sebagai fungsi independent assurance
merupakan unit yang memastikan tata kelola dan
pengendalian Risiko diterapkan secara efektif olch
perusahaan.

Sclain menerapkan model tata kelola Risiko tiga lini
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUMN
Konglomerasi wajib menerapkan Tata Kelola Terintegrasi
dalam melaksanakan Manajemen Risiko.

Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3] dilaksanakan oleh Dekom atau Dewas dan
Direksi BUMN Konglomerasi.

Pasal @

Anak Perusahaan yang merupakan Persercan Terbatas vang
dikendalikan oleh BUMN mencakup:

=18

perusahaan partisipasi yvang merupakan perusahaan
yvang dimilili sebesar 50% atau kurang namun memiliki
pengendalian terhadap perusahaan;

. perusahaan yang dimililki sebesar 50% atau kurang

yvang memenuhi persyaratan, yvaitu:
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1. kepemilikan BUMN dan para pihak lainnya besar:
dan

2. para pemilik melakukan pengendalian  secara
bersama vang didasarkan pads perjanjian dan
dibuktikan dengan adanya kesepakatan atau
komitmen secara tertulis dari para pemilik untuk
memberikan dukungan baik finansial maupun non
finansial sesuai kepemilikannya; atau

entitas lain yang berdasarkan standar skuntansi

keuangan berlaku wajib dikonsolidasikan.

Fagal 10
Menteri  menetapkan  klasifikesi Risike BUMN
sebagaimana dimaksud dalam Pasal & hurnd b
berdasarkan  tingkat Intensitas  Risiko, dengan
mempertimbanghkan ukuran dan kompleksitas BUMN.

Direksi BUMN menetapkan klasifikasi Risiko Anak
Perusahaan Tberdasarkan tingkat Intensitas Risiko,
dengan mempertimbangkan ulkuran dan kompleksitas.

Ukuran BUMN dan Anak Perusehaan diklasifikasikan

menjadi besar dan tidak besar berdasarkan total modal,
atau total aset jika total modal negartif.

Kompleksitas BUMN dan Anak Perusahaan

diklasifikasikan menjadi tinggi dan tdak tnge

berdasarkan parameter:

a. peran dalam menjalankan kewajiban pelayanan
umum {public service obligation;

b. hubungan kelembagasn strategiz dengan kementerian
teknis;

c. pangsa pasar dan potéensi substitusi dari seltor
swasta dalam jangks pendek dan menengah;

d. kompleksitas struktur korporasi;

e. interkoneksi dengan BUMN  denjatau Anak
Perusahaan lain; atau

f. kriteria lain yang dapat dituangkan dalam Keputusan
Menteri.

Klasifikasi Risiko BUMN dan Anak Perusahaan

sebagaimans dimaksud pada ayat (1) dan avat (2),

ditnangkan dalam bentult kuadran.

Kuadran Klasifikasi Risiko BUMN dan Ansk Peruszhaan

sebagaimana dimaksud pada gvat (5) terdiri dar:

a. Sistemik A untuk BUMN dan Anak Perusahaan vang
merniliki ukuran besar dan kompleksitas tinggi:
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b. Sistemik B untuk BUMN dan Anak Perusshaan vang
memuliki ukuran tidak besar dan kemupleksitas tinggi:

c. Signifikan untuk BUMN dan Angk Perusahaan vang
memiliki ukuran besar dan kompleksitas tidak tinggi;
dan

d. Netral untuk BUMN dan Anak Peruzahaan vang
memiliki ukuran tidak besar dan kompleksitas tidak
timggi.

Pasal 11
Kategori BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (1) dan klasifikasi Risike BUMN dan Anak
Perusahaan berdasarkan Intensitas Risike sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) menentukan
persyaratan organ dan pelaporan Risiko minimum vang
harus diterapkan oleh BUMN dan Anak Perusahaan,

BUMN dan Anak Perusahaan dengan kissifikaszi Risike
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 avat (5] huruf a
memilili  persyaratan orgat  pengelola Risiko dan
pelaporan Risiko yang paling tinggi.

BUMN dan Anak Perusahaan dengan klasifikasi Risiks
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (&) huruf b,
huruf ¢ dan huruf d dapat menerapkan persyaratan
organ pengelola Risiko dan pelaporan Risiko yvang lebih
tinggl dengan persetujuan Menteri.

Pasal 12

Organ pengelola Risiko dalam penerapan Mangjemen Risiko
terdiri dari:

L.

b
&
d

Dekom atau Dewas;

. Direksi;

Komite Audit;

. Komite Pemantau Risiko:

¢. Komite Tata Kelola Terintegrasi:

=

T

(1}

Direktur yang membidangi pengelolaan Risiko;
Direktur yang membidangi pengelolaan keuangan; dan
SPI.

Pasal 13

BUMN dengan kategori konglomerasi dan BUMN dengan
kategori Individu sebagaimana dimalesud dalam Pasal 7



L b

ayat {1} dan BUMN dan Anak Perusahsan dengan
klasifikasi Risike sebapaimana dimaksud dalam Pasal 10
ayat (0] memiliki organ pengelola Risiko sebagsimana
dimakeud dalam Pasal 12.

(2] Kewajiban memiliki organ pengelola Risiko sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan;

g BUMN dengen klasifikasi Sistemik A dan berkategori
BUMN Konglomerasi wajib memiliki seluruh organ
pengelola Risiko;

b. BUMN dengan klasifikasi Sistemik A dan berkategori
BUMN Individu dan BUMN dengan klasifikasi Sisternik
B dan berkategori BUMN Konglomerasi dan BUMN
Individu, memiliki Komite Tata Kelola Terintegrasi
vang dirangkap oleh Komite Pemantau Risiko:

c. BUMN dengan klasifikasi Signifikan dan berkategori
BUMN Konglomeras: memiliki:

1. Romite Tata Kelola Terintegrasi yang dirangksp
oleh Komite Pemantau Risiko; dan

2. Direktur yang membidangi pengelolaan Risikc yang
dirangkap oleh Direktur yang membidang
pengelolaan keuangan,

d. BUMN dengan klasifikasi Netral dan berkategori
BUMN Konglomerasi memiliki:

1. Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Komite
Pemaniau Risiko yang dirangkap oleh Komite Audit:
dan

2. Direktur yang membidangi pengelolaan Risiko vang
dirangkap oleh Direktur yang membidang
pengelolaan keuangan.

¢. BUMN dengan klasifikasi Signifikan dan berkategori

BUMN Individu:

1. tidak memiliki Komite Tata Kelola Terintegrasi; dan

2. memiliki Direktur yang membidangi pengelolaan
Risiko yang dirangkap oleh Direktur wvang
membidang pengelolaan ketangan.

i, BUMN dengan klasifikesi Netral dan berkategori
BUMN Individu:

1. tidak memiliki Komite Tata Kelols Terintegrasi:

2. memiliki Komite Péemantau Risiko vang dirangkap
oleh Komite Audit; dan
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3. memiliki Direktur yang membidangi pengelolaan
Risike wyang dirangkap oleh Dircktur vyang
membidangi pengelolaan keunangan,

g. BUMN dengan kategori BUMN Individu yang tidak
memililei Anak Perusahaan, tidak memiliki Komite

Tata Kelola Terintegrasi.

Pasal 14
(1) Dekom atau Dewas sebagal organ pengelola Risiko
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g memiliki
fungsi;

a, Manajemen Risiko;
b. Audit Intern; dan
c. Tata Kelola Terintegrasi.

(2) Dalam  pelaksanaan fungsi Manajemen  Risiko
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Dekem
atau Dewas memiliki wewenang, tugas dan tangsung
jawal:

a. melakukan evaluasi dan persetujuan kebijakan
Mansajemen Risiko:

b. melakukan evaluasi pertanggungjawaban Direlsi atas
pelaksanasan kebijakan Manajemen Risiko
scbagaimana dimaksud pada huraf a;

¢. melakukan evaluasi dan memutuskan permchonan
Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang
memeriukan persetujuan Dekom atau Dewas; dan

d. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan
fungs:i Manajemen Risike lainnya scsuai dengan
ketentuan peraturan perundeng-undangan, anggaran
dasar dan/atau keputusan RUPS/Pemilik Modal.

(3] Dalam pelaksanaan fungsi Audit Intern sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, Dekom atau Dewsas
memiliki wewenang, tugas dan tanggung jawab:

a, memastikan bahwa Dircksi BUMN dan Anak
Perusehaan memiliki SPl yang menjalankan fungsi
Audit Intern;

b. memberikan persetujuan atas pengangkatan dan
pemberhentian kepala SPI yang diusulkan oleh
Diireksi;

c. memastikan SP] memiliki akses terhadap informasi

dan/atau data mengenai BUMN yang perlu untuk
melaksanakan tugasnya;
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memberikan Persctujuan atas Plagam Audit Intern
(lternal Audit Charter) yang diusulkan oleh Direksi
dan Kepala SPI;

mengkaji efcktivitas dan efisiensi Sistem Pengendalian
Intern berdasarkan informasi vang diperoleh dari SPI
paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun;

menunjuk pengendali mutu independen dari pihak
ckstern untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja
SFl (Quality Assurance Review| paling sedildt seleali
dalam 3 (dga) tahun; dan

meiaksanaken pengawasan fterhadap pelaksanaan
fungsi Audit Intern lainnya sesuail dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan, snpgaran dasar
dan/atau keputusan RUPS/Pemilik Modal.

Dalam pelaksanaan fungsi Tata Kelola Terintegrasi
sebagaimana dimaksud padae ayat (1) huruf ¢, Dekom
atau Dewas memiliki wewenang, tugas dan tangeung
jawab:

.

mengawasi penerapan Tatz Kelola Terintegrasi pada
Anak Perusshaan agar selaras dengan kebijakan
Mangajermnen Risike BUMN Induk;

. mengawasl pelaksanaan tuges dan tanggung jawab

Direksi BUMN Induk, serta memberikan arahan stau
nasihat kepada Direksi BUMN Induk atas
pclaksanaan kebijakan Tata Kelola Terintegrasi;

mengevaluasi kebijjakan Tata Kelola Terintegrasi dan
mengarahkan untuk penyempurnaan:

mengawasi penerapan Audit Intern pada Anak
Perusahaan agar sclaras dengan kebijakan Awudit
Intern BUMN Induk; dan

- melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanasan

fungsi Tata Kelola Terintegrasi lainnyva sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran
dasar dan/atau keputusan RUPS /Pemilik Modal.

Pasal 15

Direksi sebagai organ pengelola Risiko sebagaimana
dimalksud dalam Pasal 12 huruf b memilild fungsi:

a. Manajemen Risiko;
b. Audit Intern; dan

)

Tata Kelola Terintegrasi.
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(2] Dalam  pelaksanaan fungsi Manajemen Risilko
sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf a, Direksi
memiliki wewenang, tugas dan tangpung jawab:

a.

menyusun dan mengusulkan kebijakan dan smrateg
Manajemen Risiko sécara komprehensif;

. melaksanakan kebijakan Manajemen Risiko;

mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada
scluruh jenjang organisasi;

. melaksanakan peningkatan kompetensi sumber dava

manusa vang terkait dengan Manajemen Risiko:

memastikan bahwa fungsi Manajemen Risike telah
beroperasi secara independen;

melaksanakan kaji uleng secara berkals untuk
memastkan:

1. keakuratan metodologi penilaian Risiko:

2. kecukupan implementasi sistern  informasi
Manajemen Risiko;

3. ketepatan kebijakan dan prosedur Manajemen
Risike serta penetapan limit Risiko dan ambang
batas (threshold); dan

melaksanakan fungsi Manajemen Risiko lainnya
sesuai derigan ketentuan peraturan perundang-
undangan, anggaran dasar dan/atau keputusan
RUPS / Pemilik Modal.

(3) Dalam pelaksanaan fungsi Audit Intern sebagsimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, Direktur Utama memiliki
wewenang, Tugas dan tanggung jawab:

a. mengembangkan kerangka Audic Intern  untuk

mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan
mengendalikan semua Risiko yang dihadapi;

memastikan SPI  mempercleh  informasi  terkait
perkembangan yang terjadi, inisiatif, proyek, produk,
dan perubahan operasional serta Risiko vang telah
diidentifikasi dan diantisipasi;

. memastikan telah dilakukan tindakan perbaikan vang

tepat dalam waktu yang cepat terhadap semua
temuan dan rekomendasi SPI;

- memastikan Kepala SPI memiliki sumber daya serta

angearan yang diperlukan untuk menjalankan tugas
dan fungsi sesuai dengan rencana audit tahunan,
sesual kemampuan keuangan perusahsan; dan
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e. melaksanakan fungsi Audit Intern lainnve sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

anggaran dasar dan/atau keputusan RUPS/Pemilik
Modal.

(4} Dalam pelaksanaan fungsi Tata Kelola Terintegrasi

scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, Direksi
memiliki wewenang, tugas dan tanggung jawshb:

a. menyvusun kebijakan Tara Kelola Terintegrasi;

b. mengarahkan, memanital dan mengevaluasi
pelaksanaan kebijakan Tata Kelola Terintegrasi;

c. menindaklanjuti arahan atau nasihat Dekom atau
Dewas dalam rangla penyempurnaan kebijakan Tata
Kelola Terintegrasi; dan

d. melaksanakan fungsi Audit Intern lainnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
anggaran dasar dan/atau keputusan RUPS/Pemilik
Maodal.

Pas=al 16

Komite Audit sebagail organ pengelela Risiko di bawah Dekom
atau Dewas scbagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf ¢
memilikl fungsi Audit Intern dengan wewenang, tugas dan

tanggung jawab:

a.

mengakses seluruh informasi yang relevan tentang
BUMN terkait dengan tugas dan fungsi Komite Audir;

memantau dan mengkaji efektivitas pelaksangan Audit
Intern dan audit ekstern;

memastikan objektifitas dan Independensi auditor
mternal dan auditor eksternal:

memastikan kredibilites dan objektivitas laporan
keuangan BUMN yang akan diterbitkan untuk pihak
ekaternal dan badan pENgaWES, termasuk
penindakianjutan keluhan dan/atau catatan
ketidakwgjaran terhadap laporan selama periode
pengkajian Komite Audit;

memantal dan mengkaji proses pelaporan keuangan
vang diaudit cleh auditor eksternal;

memastikan SPI melakukan komunikasi dengan
Direksi, Dekom atau Dewas. dan auditor eksternal;s

memberikan rekomendasi kepada Dekom atau Dewss
terkait penyusunan rencana audit, ruang lingkup, dan
anggaran SFPI;
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b. meninjau laporan audit dan bersama Dekom atau
Dewaz memastikan Direksi mengambil tindakan
perbaikan yang diperlukan secara cepat untuk
mengatasi  kelemahan pengendalian, kecurangan
(fraud), masalah kepatuhan terhadap kebijakan dan
peraturan perundang-undangan atau masslah lain vang
diidentifikasi dan dilaporkan oleh SPI:

i. mengevaluasi kinerja SPI;

j- memastikan SPl menjunjung tinggi integritas dalam
pelaksanaan tugas:

k. memberikan rekomendasi kepada Dekom atau Dewas
terkait pemberian remunerasi tshunan SPI secara
keseluruhan scrta penghargaan kinerja;

L. melakukan pemantauan dan evalussi atas kesesuaian
penerapan kebijakan keuangan dan Audit Intern BUMN
Induk maupun Anak Perusahaan; dan

m. membenkan rekomendasi kepada Dekom atau Dewss
atas hal yang mendukung efeltivitas dan akurasi proses
pelaporan keuangan dan kesesuaian antara kebijakan
Audit Intern BUMN Induk dan Audit Intern Anak
Perusahaan.

Pagal 17

{1} Komite Pemantau Risiko sebagai organ pengelola Risiko
di bawah Dekom atan Dewas sebagsimana dimaksud
dalam Pasal 12 huraf d memilika fungsi Manajemen
Risiko dengan wewenang, tugas dan tanggung jawab:

a. mengakses seluruh informasi yang relevan tentang
BUMN terkait dengan tugas dan fungsi Komite
Pemantau Risiko;

b. melakukan komunikasi dengan kepala unit kerja dan
pihliak lain dalam BUMN untuk memperoleh informasi,
klarifikasi serta meminta dokumen dan laporan yang
diperlukan;

(2} Dalam pelaksanaan fungsi Tata Kelola Terintegrasi,
Komite Pemantan Risiko memiliki wewenang, tugas dan
tangpung jawab:

a. melakukan pemantavan dan penelaahan terhadap
laporan Manajemen Risiko, dan laporan lainnya
terkait penerapan Manajemen Risiko baik BUMN
Induk maupun Anak Peruzahaan:
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b. melakukan pemantauan dan evaluasi atas kesssizaian

penerapan kebijakan Mangjemen Risike BUMN Induk
maupun Anak Perusahaan; dan

c. memberikan rekomendasi kepada Dekom atan Dewas
atas hal yang mendukung efektivitas penerapan
Mangjernen Risiko dan kesesualan antars kebijakan
Manajemen Risiko BUMN Induk dan Manajemen
Risiko Anak Perusahaan,

Pasal 18

Komite Tata Kelola Terintegrasi scbagai organ pengelola
Risiko di bawah Dekom atau Dewas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 huruf e memiliki fungsi Tate Kelola
Terintegrasi dengan wewenang, tugas dan tanggung jawab:

a. melakukan evaluasi pelaksansan Tate Kelola
Tenntegrasi, paling sedikit melalui penilaian kecukupan
pengendalian  internal dan  pelaksansan  fungsi
kepatuhan secara terintegrasi;

b. memberikan rekomendasi kepada Dekom atau Dewas
untuk  penyempurnaan  kebijakan Tata Kelola
Terntegrasi; dan

c. melakukan komunikasi dengan unit kerja untuk fungsi
antara lain Audit Intern, hukum dan kepatuhan,
keuangan dan Manajemen Risiko, sumber dava
manusia dan aspek fungsi operasional usaha vang
dipertukan, uniuk memperoleh informasi, kiarifikasi
serta meminta laporan yang diperlukan secara
terintegrasi.

Pasal 19

Direktur yvang membidangl pengeloiaan Risiko scbagai organ
pengelola Risiko sebagaimana dimaksud dalam Paszal 12
huruf f memiliki wewenang, tugas dan tanggung jawab:

&. mclaksanakan pengurusan BUMN sesuai  bidang
pengelolaan Risiko sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, anggaran dasar dan/atau
keputusan RUPS/Pemilik Modal;

b. melaksanakan penetapan strategi dan kebijakan bidang
pengelolaan Risiko vang menjadi tanggung jawsbnva
dengan memperhatikan  visi, strategi dan kebijakan
BUMN yang telah ditetapkan;

¢. melaksanakan penyusunan dan péenetapan rencana
kerja, rencana pengembangan dan sumber dayva
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manusia di bidang pengelolasn Risiko vang menjadi
tanggung jawabnyva untuk kepentingan BUMN dalam
mencapal maksud dan tujuan Perusahaan;

d. melaksanakan koordinasi dan memberikan arahan
pelaksanaan prinsip Tam Kelola perusahaan yang baik
(good corporale governancel;

e. melaksanakan penetapan langkah wyang diperlukan
untuk memastikan BUMN telah memenuhi ssluruh
peraturan perundangan vang berlaku serta menjaga
agar kegiatan ussha BUMN tidak menyimpang dar
peraturan perundangan;

f. melaksanakan pemantauan dan menjaga kepatuhan
BUMN terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yvang
dibuat oleh BUMN kepada pihak eksternal;

g. melaksanakan pengembangan organisasi kerja sehingga
BUMN memiliki kebijakan, prosedur dan metode vang
handal dalam menerapkan pengelolaan Risike; dan

h. melaksanakan monitoring kepatuhan dan pengawasan
melekat pada semua unit kerja organisasi pengelolaan
Risike,

Paszal 20

Direktur yang membidangi pengelolaan keuasngan sebagai
argan pengelola Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12 huruf g memilild wewenang, tugas dan tanggung jawab:

a. melaksanakan  pengurusan BUMN di  bidang
pengelolaan keuangan sesuval dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, anggaran dasar
dan/atau kepunusan RUPS/Pemilik Modal;

b, melaksanakan peénctapan strategi dan kebijakan unit
kerja dan Anak Perusahsan yang berada di hidang
keuangan, scrta berkoordinasi dengan Direktur lainnva;

¢, meélaksanakan penyvusunan dan penetapan pengaturan
terkcait keuangan dengan memperhatikan kebijakan
BUMN dan prinsip kehati-hatian; dan

d. melaksanakan penyusunan dan penyvajian laporan
keuangan BUMN.

Pasal 2]

5Pl sebagai organ pengelola Risiko scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 huruf b memiliki fungsi Audit Intern dengan
wewenang, tugas dan tanggung jawahb:
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mengakses seluruh informasi yang relevan tentang
BUMN terkait dengan tugas dan fungsi SPI;

melakukan komunikasi sccara langsung dengan
Direksi, Dekom atau Dewas, dan Komite Audit;

melakukan penyelenggaraan rapat secare berkals dan
insidentili dengan Direksi, Dekom atau Dewszs, dan
Komite Audit;

melakukan koordinasi kegiatan dengan  auditar
elcsternal;

mengikuti rapat yang bersifat strategis;

memastikan pelaksanaan fungs: pengawasan intern
sesual dengan standar profesicnal Audit Intern dan
kode etik Audit Intern;

melakukan pemilihan sumber daya manusia yang
kompeten sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanasn
tugas SFI;

memastikan anggota SPI mengikutd pengembangan
profesional berkelanjutan serta pelatihan lain sesuai
dengan perkembangan kompleksitas dan kegiatan
usaha BUMN;

melakukan penyusunan dan pengkajian piagam Audit
Intermn sccara periodik;

melakukan penyusunan rencana audit tshunan dan
alokasi  anggaran untuk  pelaksanaan fungsi
pengawasan intern;

memastikan pelaksanaan pengawasan intern sesuai
dengan rencana;

melaporkan temuan yang signifikan kepada Direktur
Utama dan Dekom atau Dewas untuk dilakukan
tndakan perbaikan dalam waltu yvang cepat;

-memantau tindakan perbaikan atas temusn wvang

signifikan;

. melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut perbaikan

atas temuan yang signifikan kepada Direktur Utama
dan Dekom atau Dewas;

menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data BUMN
terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
Audit Intern, kecuali diperbolehkan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau
putusan pengadilan;
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. menjaga informasi rahasia vyang diperoleh sewaktu
menjabat  sesual dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan;

. memastikan dalam hal terdapat penggunaan jasa pihak
eksternal untuk aktivitas pengawasan intern:

1. terselenggaranya transfer pengetahuan antara pihak
eksternal kepada anggota SPI mengingat penggunasn
jasa ahli pihak ckstern bersifat ssmentara:

2. penggunasn jasa pihak eksternal tidak memengaruhi
independensi dan objektivitas fungsi SPI; dan

3. pihak cksternal mematuhi piagam Audit Intemn
BUMN;

- memastikan bagi 3P BUMN Induk:

1. menentukan strategi pelaksanaan Audit Intern Anak
Perusahaan: dan

2, merumuskan prinsip Audit Intern yang mencakup
metodologi  audit dan  langkah  pelaksanaan
pengendalian mutu,

. melakukan evaluasi atas efektifitas  pelaksanaan
pengendalian intern, Manajemen Risiko, dan proses tata
kelola  perusahaan, sesuai dengan  peraturan
perundang-undangan dan kebijakan perusahaan;

. melakukan pemernksaan dan penilaian atas efisiensi
dan efektifitas di bidang keuangan, operasional, sumber
daya manusia, teknologi informasi, dan kegiatan
lainnya.

Passl 22

{1) BUMN wajib memilik: Taksonomi Risiko BUMN dan Anak

Perusahaan sesuai dengan kebutuhan pengawalan target
kinerja BUMN dan Anak Perusahaan.

(2] BUMN wajib memetakan Taksonomi Risiko BUMN dan

Anak Perusahaan sebapgasimana dimaksud pada avat (1)
kepada Taksonomi Risiko Kementerian BUMN untuk
proses agregasi Hisiko BUMN di Kementerian BUMN dan
untuk proses integrasi Hiziko Anak Perusahaan di BUMN.

{3) Taksonomi Risiko Kementerian BUMN, terdird dari:

a. tema Risiko (T1);
b. kategor Risike (T2);
c. xelompok peristiwa Risiko agregasi (T3]; dan
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d. matriks untuk mengukur tingkat Risike dar aktivitas
bisnis atau indikator Risike utama (key risk
indicators).

Pgsal 23

Kebijakan Manajemen Risiko sebagaimans dimaksud
dalam Pasal 2 ayat {2) huruf b paling sedikit memuat:

a. penctapan Risiko sesuai dengan Taksonomi Risiko:

b. penetapan strategi Risiko Terinteprasi dari Anak
Perusahaan ke BUMN Induk;

c. penetapan penggunaan metode pengukuran dan
sistem informasi Manajemen Risiko;

d. penentuan limit dan penetapan toleransi Risiko:

2. penyusunan rencana daturat (contingency plen) dalam
kondisi terburuk fworst case scenaric); dan

f. hal lain yang ditetapkan oleh Menteri.

Standar prosedur Manajemen Risiko dan penetapan Lmit

Risiko disesuaikan deéngean tingkst Risiko wvang alkan

diambil {risk appetile}.

Standar prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit

Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit

memuat:

a. akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang
jelas;

b. pelaksanakan kaji ulang atau reviu terhadap prosedur

Manajemen Risiko dan penctapan limit Risiko secara
berkala:

c. dokumentasi prosedur Manajemen Risiko dan
penetapan limit Risiko secara memadai: dan

d. hal lain yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 24

Pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran,
pengendalian, pelaporan dan  monitoring Risiko
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) huruf ¢
berdasarkan:

a. sistem informasi Manajemen Risiko yang tepat wakrtu;
dan
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b. laporan yang akurat dan informatif mengenai kondisi

kenangen, kinerja aktivitas fungsional, dan eksposur
Risiko.

Dalam rangka melaksanakan proses identifikasi Risiko,
BUMN melakukan analisis paling sedikit terhadap:

d. karakteristik Risiko vang melelat pada BUMN: dan
b. Risiko dari kegiatan usaha BUMN.

Dalam rangka melaksanakan pengulktiran Risile, BUMN
paling sedikit melakukan:

a. evaluasi sccara berkala terhadap kesesuaian asumsi,

sumber data, dan prosedur yang digunaken untuk
mengukur Risiko;

b, penyempurnaan terhadap sistem pengubkuran Risiko
dalam hal terdapat perubahan kegiatan usaha dan
faktor Risiko yang bersifat material: dan

¢. penyesuaian terhadap pengukuran Risiko agregasi
kepada Kementerian BUMN:

Dalam rangka melakeanakan pengendalian Risiko, BUMN
paling sedikit:
& menyusun metode pengendalisn Risiko atas Risiko

yang dapat membahayakan kelangsungan usaha
BUMMN; dan

b. mengendalikan Risikeo sesuai dengan eksposzur Risiko
maupun tingkat Risiko vang diambil (risk appetite) dan
toleransi Risiko.

Direksi wajit melakukan identifikasi, pengukuran, dan

pengendalian Risiko dengan menggunaken metode vang

dipilih oleh Direksi.

Pemilihan metode identifikasi, pengukuran, dan

pengendalian Risiko sebagaimena dimaksud pada ayat

{5), dilakukan dengan mempertimbangkan karaltteristik

masing-masing BUMN.

Sistem  informasi Manajemen Risiko sebagaimans

dimaksud pada ayat (1), memuat informasi paling sedilkit

mengenai:

a. eksposur Risiko;

b. kebijakan dan standar presedur Manajemen Risiko
serta limit Risiko: dan

¢. realisasi pelaksanaan Manajemen Risiko
dibandingkan dengan target yang ditetapkan,
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Pasal 25

(1) BUMN wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Intern
secara efektil.

(2) Pelaksanaan Sistem Pengendalian [atern sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Bertujuan:

a. menjaga dan mengamankan aset BUMN:

b. menjamin tersedianya informasi dan laporan
keuangan dan manajemen vang skurat, lengkap, tepat
guna, dan tepat waktu;

¢, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan dan

perundang-undangan serta kebijakan dan ketentuan
intern BUMN;

d. mengurangi dampak keuangan atau dampak
kerugian, penyimpangan termasuk fraud, dan
pelanggaran aspek kehati-hatian;

e. meningkatlan efektivitas organisasi dan
meningkatkan efisiensi biava; dan

[. meningkatkan efektivitas budaya Risikoe pada
organisasi BUMN secara menyeluruh,

(3} Sistermn Pengendalian Intern dalam penerapan Manajemen
Risiko paling sedikit mencaloup:

a. kesesuaian Sistem Pengendalian Intern dengan jenis
dan tingkat Risiko vang melekeat pada kegiatan usaha
BUMN;

b. penetapan wewenang dan tenggung jawab untuk
pemantauan kepatuhan kebijakan dan prosedur
Manajemen Risiko, scria penetapan limit Risiko;

C. penetapan jalur pelaperan dan pemisahan fungsi vang
jelas dari lini pertama kepada lini kedus;

d. strukiur organisasi yang menggembarkan secara jelas
kegiatan usaha BUMN:

¢. pclaporan keuangan dan kegiatan operasional vang
akurat dan tepat wakiu;

f. kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan

BUMN terhadap Lketentusn peraturan perundang-
undangan;

g. kaji ulang atau reviu yang efekuf, independen dan
obyektifl terhadap prosedur penilaian kegiatan
operasional BUMN;

h. pengujian dan kaji ulang atau reviu vang memadai
terhadap sistem informasi Manajemen Risiko;
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.. dokumentasi secara lengkap dan memadai terhadap
prosedur operasional, eakupan, dan temuan audit,
serta tanggapan Direksi terhadap hasil audit; dan

j. werifikasi dan kaji ulang atau reviu secara berkala dan
berkesinambungan terhadap penanganan kelemahan
BUMN yang bersifat material dan tindakan Direksi
untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi.

BAB IIT

PERENCANAAN, FENERAPAN, MONITORING DAN EVALUASI

(1]

()

3}

(4]

=]

MANAJEMEN RISIKO

Pazal 26

Untuk melaksanakan Peraturan Menteri ini, Direksi
dan/atau Dekom atau Dewas BUMN wajib menyusun
dan/atau menyesuaikan pedoman internal, struktur
organisasi dan fungsi serta organ pengelola Risiko sesuai
dengan karakteristik perusahaan dan batas
kewenangannya.

Pedoman internal sebagaimana dimaksud pada avat (1),
paling kurang meliputi:

a. Piagam Dekom atau Dewas;

Piagam Direksi;

Piagam Manajemen Ristko:

Piagam Audit Intern;

tata hubungan Dekom atau Dewas BUMN Induk dan
Dekom Anak Perusahaan; dan

B D o

f. peraturan pelaksanaan perusahaan lainnya.

Penyusunan dan/atau penyesuaian kewsjiban
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus telsh
diselesaikan paling lama 1 (sami] tahun terhitung sejak
Peraturan Menteri ini divndangkan.

Dalam hal BUMN tdak menyvusun dan melaksanakan
kewsjiban sebagaimana dimaksud pads asyat (1) dalam
waktu 1 (satu} tahun sebagaimana dimaksud pada ayart
(3}, BUMN wajib memberikan penjelasan artas tidak
dilaksanakannys kewsajiban sebagasimana dimaksud pada
avat (1).

Penjelasan atas tdak dilaksanakannya Lkewajiban
sebagaimana dimaksud pada ayar (4) paling sedikit
meémuat penyebab dan rencana pemenuhan dan/ataw
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penvesuaian kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat
(1].

Pa=al 27

Dircksi wajib menyusun perencanaan Manajemen Risiko
yang menjadi satu kesatuan dengsn Rencana Kera dan
Anggaran Perusahaan (RKAP| yang dituangkan dalam bab
tersendiri, paling sedikit memuasat:

a.. profil Risiko;
b. peta Risiko;

c. target perhitungan Risiko inheren dan Risiko residual;
dan

d. rencana pelaksanaan mitigasi Risike dan anggaran
biava.

Paszal 28

(1) Menteri berwenang melakukan monitoring dan evalussi
penerapan Manajemen Risiko di BUMN.

(4] Wewenang Menteri dalam melakukan monitoring dan
cvaluasi penerapan Manajemen Risiko sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilaksanaken oleh Deputi
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Hasil monitoring dan evaluasi penerapan Manajemen Risike
sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 digunakan sebagai
bagian dari bahan evaluasi kinerja BUMN.

BAEB IV
PELAPORAN MANAJEMEN RISIKO

Pasal 30

(1} Direksi wajib menyusun dan menyampaikan laporan
Manajernen Risiko.

(2} Laporan Mansajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri dari;

a. laporan penerapan Manajemen Risiko;
b. laporan Audit Intern; dan
¢, laporan Tata Kelola Terintegrasi.
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{3) Laporan penerapan Manajemen Risiko scbagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:

a. laporan pemantauan Risiko, paling sedikit memuat:

1.

profil Risiko;

2. peta Risiko;

4,
=
&,

. realisasi perhitungan Risiko inheren dan Risike

residual:
realisasi pelaksanaan mitigasi dan biayva;
ikhtisar perubahan Risiko; dan

catatan kejadian kerugian (loss event database).

b. laporan Manajemen Risike insidental apabila terdapat
kondisi tidak normal yang dapat mengskibatkan
kerugian luar biasa atau terhentinya proses bisnis
perusahaan,

(4} Laporan Audit Intern sebagaimana dimaksud pada ayar
(2} huruf b terdiri dari:

a. laporan Audit Intern, paling sedikit memuar:

1.
-

laporan pelaksanaan dan pokok hasil Audit Intern;

laporan tindak lanjut auditor internsl, auditor
zksternal dan otoritas pengawas lainnya; dan

laporan khusus mengenai sctiap temuan Audic
Intern yang diperkirakan dapat membahavakan
kelangsungan usaha BUMN.

b. laporan hasil lkaji ulang pihak eksternal vang
independen {Quality Assurance Revieuj setiap 3 (tiga)
tahun sekali; dan

c. laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepale
SP1, jika ada.

{2) Laporan Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana dimaksiid
pada avat (2) huruf ¢ paling sedikit memuat:

a. struktur Tata Kelela Terintegrasi;

b. proscs Tata Kelola Terintegrasi; dan

¢. hasil Tata Kelola Terintegrasi.

(6} Deputi melakukan reviu, analisa, dan koordinasi dengan
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya terkait atas laporan
Mangjemen Risiko scbagaimana dimaksud pada ayat (2.

(7] Laporan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada
avat (1) menjadi satu kesatuan dengan laporan berkszla
trivalanan dan laperan tahunan kinerja BUMN yang
dituangkan dalam bab tersendin.
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|8) Laporan berkala triwulanan dan laporan tahunan kinerja
BUMN  sebagaimana dimaksud pada ayat {7
ditandatangani cleh seluruh Direlesi dan selurub Dekom
atau Dewas.

(9) Deputi dapat memints Dekom atau Dewas danfatau
Direksi dan/atau Hepala SPl memaparkan hasil
pelaksanaan Mangjemen Risike secara berkala setiap
triwtlanan,

Paszal 31

Direksi dan/atau Dekom atau Dewas yang tdak
melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Peraturan
Menteri ini dikenai sanksi sesuai kewenangan Menter
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32
Keténtuan mengenai:

a. tingkat kematangan Risike BUMN scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 5;

b. Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan kategori BUMN
sebapgaimana dimaksud dalam Pasal 8:

¢. kriteria ukuran dan kompleksitas BUMN sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10;

d. penempatan BUMN dalam kuadran klasifikasi Risiko
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;

e. kualifikasi organ pengelola Risiko sebagaimans
dimaksud dalam Pasal 12:

[. taksonomi Risiko Kementerian BUMN sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 232;

g. pelaporan Mangjemen Risiko scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 30:

ditetapkan oleh Menteri,

BAB Y
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

(1) Bagi Persero/Perseroan Terbatas vang tidak semua
saghamnya dimiliki oleh negara, Peraturan Menteri ini
diberlakukan secara langsung oleh Direksi atau melalui
pengukuhan dalam RUPS Persero/Perseroan Terbatas

vang bersangkutan,
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(2} Bagi Persero Terbuka, Peraturan Menteri ini diberlakukan
secara langsung oleh Direksi atau melalul pengukuhan
dalam RUPS Persern Terbuka vang bersanglkutan,
scpanjang tidek bertentangan dengan  ketentusn
peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal
dan sektoral Persero Terbuka dimalksud.

(3] Bagi BUMN wang bergerak pada seltor usaha terteniu,
Peraturan Mented ini berleku sepanjang tidak
bertentangan dengan ketentuan persturan perundang-
undangan yang berlaky khusus di sekror usaha BUMN
dimalksud.

(4) Bag Anak Perusahaan dapat memberlakukan Peraturan
Menteri ini yang dikukuhkan dalam RUPS Anak
Perusshaan yang bersangkutan dengan penyesuaian
sesual karakteristik dan kebutuhan Anak Perusahaan.

Pasal 34
Pada saat Peraturan Mentern ini mulai berlaku:

a. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor
PER-O1/MBU/201]1 tentang Penerapan Tata Kelola
Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada
Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara
Nomer PER-09/MBU/2012 tentang Perubshan atas
Peraturan Badan Usaha Milik Negara Nemosr PER-
01/MBU/2011 tentang  Penerapan  Tats Kelola
Peruzahaan Yang Baik (Geod Corporate Governance) pada
Badan Usaha Milik Negara;

b. Keputusan Menteri Negara Pendavagunaan Badan Usaha
Milik Negara Republik Indonesia/Kepala Badan Pembina
Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-211/M-
PBUMN /1999 tentang Laporan Manajemen Perusahaan
Badan Usaha Milik Negara; dan

¢. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik
Indonesia Nomor EEP-101/MBU /2002 teniang
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan
Badan Usahg Mililkk Negara,

dinyatakan masih tetap berlaku  sepanjang  tidak
bertentangan dengan ketentuan dalam Pergturan Menteri ini,
Pasal 35

Peraturan Menteri ini mulal  berlaku  pada tangeal
diundangkan.
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Agar schap orang mengetahuinva, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 01 September 2022

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
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